
 

 

 

1. Panitera Mahkamah Agung; 

 

 
SURAT EDARAN 

Nomor 1 Tahun 2023 

TENTANG 

50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian 

(SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Keputusan 

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan 

Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan di Bawahnya, telah dilakukan pengembangan fitur layanan 

kepegawaian berupa promosi mutasi kesekretariatan, pindah antar instansi, dan 

jabatan fungsional berbasis elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian 

(SIKEP). Berkenaan hal tersebut, disampaikan bahwa mulai tahun 2023: 

2. Usulan Pindah Antar Instansi disampaikan secara elektronik melalui aplikasi 

SIKEP pada menu Pindah Antar Instansi dengan tata cara sebagaimana tersebut 

pada Lampiran II; 

1. Usulan Promosi Mutasi Kesekretariatan disampaikan secara elektronik melalui 

aplikasi SIKEP pada menu Baperjakat dengan tata cara sebagaimana tersebut 

pada Lampiran I; 

PEMBERLAKUAN LAYANAN PROMOSI MUTASI KESEKRETARIATAN, PINDAH ANTAR 

INSTANSI, DAN JABATAN FUNGSIONAL BERBASIS ELEKTRONIK PADA APLIKASI 

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN 

BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA 

 

Jakarta, 2 Januari 2023 

Kepada Yth, 

2.   Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

di lingkungan Mahkamah Agung; 

4.  Ketua/  Kepala  Pengadilan   

Tingkat Pertama. 

3.  Ketua/  Kepala  Pengadilan   

Tingkat Banding; 

di-
    Seluruh  Indonesia
 

 

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 



3. Layanan kepegawaian bagi Pejabat Fungsional disampaikan secara elektronik 

melalui aplikasi SIKEP pada menu Jabatan Fungsional dengan tata cara 

sebagaimana tersebut pada Lampiran III; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA,  

 
 

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Tembusan: 

1. Ketua Mahkamah Agung RI; 

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 

3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI; 

4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI. 

 



  

 
https://sikep.mahkamahagung.go.id 

Lampiran I 

SE Sekretaris Mahkamah Agung 

Nomor   : 1 Tahun 2023 

Tanggal : 2 Januari 2023 

 

 

 

 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN MENU 

BAPERJAKAT 
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PENJELASAN UMUM 

Modul Baperjakat merupakan salah satu modul pada aplikasi SIKEP v.3.1.0 

yang bertujuan untuk membantu mempercepat proses Promosi/Mutasi Pegawai 

Sekretariat. 
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1. Login 

Pada halaman awal, pengelola bagian kepegawaian akan diarahkan 

pada halaman login. Pada halaman awal ini pengelola bagian 

kepegawaian memiliki hak akses (username dan password) sesuai 

dengan tugas dan jabatannya di dalam pengelolaan aplikasi SIKEP 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Halaman Dashboard 

Setelah berhasil login, pengguna akan di arahkan ke halaman 

dashboard. 
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3. Modul/Menu TPM 

Untuk masuk ke Modul Baperjakat, pada menu sebelah kiri, 

arahkan ke modul Baperjakat, dibawah Administrasi Pegawai-

>Administrasi-> Baperjakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Modul Baperjakat 

Tampilan depan halaman Baperjakat, berisi daftar usulan. 
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a 

b 
c 

5. Tambah Usul TPM 

Untuk menambahkan usul, klik pada tombol “+” seperti pada gambar 

berikut. 

 

 

Kemudian akan dialihkan ke halaman tambah usulan seperti pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar: 

a. Nomor Berita acara Baperjakat. 

b. Tanggal Berita Acara Baperjakat. 

c. Tim Baperjakat 
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Jika sudah selesai, kemudian klik tombol simpan, dan akan di alihkan 

ke halaman utama modul Baperjakat. 

 

 

 

6. Proses Baperjakat. 

Dalam prosesnya, baperjakat harus dilalui secara bertahap. Pertama, 

untuk masuk ke proses Baperjakat, klik pada tombol detail seperti 

pada gambar berikut 
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Maka akan dialihkan ke halaman Proses Baperjakat 

 

 

 

7. Tambah Pegawai 

Untuk menambah pegawai, klik tombol “+” 
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Kemudian akan muncul halaman baru berisi pilihan jenis 

perpindahan, seperti pada gambar berikut. 

 

 

Kemudian, pilih jenis perpindahan nya, maka akan muncul form 

seperti pada gambar berikut. 

 

 

a 

b 

c 

d 
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Keterangan gambar: 

a. Satker dan Jabatan tujuan, diisi sesuai tujuan pegawai. 

b. Calon, diisi dengan pegawai yang akan mengisi jabatan tersebut 

disertai calon pendamping 1. 

c. Keterangan, diisi dengan keterangan bila ada. 

d. Dokumen pengunduran diri, jika pejabat sebelumnya 

mengundurkan diri. 

Jika sudah selesai, kemudian klik tombol simpan, dan akan di 

alihkan ke halaman Proses Baperjakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setelah tahapan menambah pegawai selesai, kemudian klik tombol print 

untuk mencetak dokumen Berita Acara Baperjakat untuk kemudian di 

tandatangani oleh Tim Baperjakat. 
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Setelah tombol print di klik, maka akan muncul form konfirmasi 

sebagai berikut, kemudian pilih Ok. 

 

Maka tampilan halaman Proses Baperjakat akan berubah seperti 

gambar berikut. 

 

a. Pegawai yang sudah di tambahkan tidak bisa di ubah/di hapus. 

b. Tombol tambah pegawai hilang dan tombol usul muncul. 
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8. Upload Berita Acara 

Setelah berita acara di print dan di tanda tangan, kemudian berita 

acara tersebut di upload, dengan cara klik tombol upload 

 

 

 

Kemudian akan muncul halaman seperti berikut 

 

Kemudian klik tombol simpan setelah dokumen Berita Acara di Upload. 

9. Proses Usul. 

Untuk masuk ke proses usul, klik pada tombol usul. 
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Kemudian akan dialihkan ke halaman usul seperti pada gambar 

berikut: 

 

 

Dalam prosesnya, operator bisa menyetujui, menambahkan, menolak, 

dan mengganti hasil baperjakat atas keputusan Ketua Pengadilan pada 

proses usul ini. 
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Untuk menambahkan pegawai dalam usul, klik tombol ‘+’ 

 

 

Maka proses penambahan pegawai seperti pada proses Baperjakat akan 

tampil, semua tahapan sama seperti pada tahapan Baperjakat. 

Untuk merubah status usulan (disetujui, ditolak atau diganti), tekan 

pada tombol di dalam field status seperti berikut 

 

 

 

Jika setuju, maka akan keluar popup konfirmasi, jika tombol tolak 

yang di klik, maka akan muncul popup seperti berikut 
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Tekan tombol pengganti untuk memilih pengganti calon tersebut, atau 

tekan tolak jika ingin menolak tanpa ingin mengganti calon tersebut. 

 

Setelah selesai merubah semua status, langkah seelanjutnya adalah 

mengunci usulan denga cara menekan tombol kunci 

 

Setelah usulan di kunci, maka tombol print usulan akan muncul 

 

 

Kemudian print usulan tersebut. 
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Setelah di print, kemudian upload usulan yang sudah di beri nomor dan 

tanda tangan dengan menekan tombol upload. 

 

 

 

 

Dan tahapan baperjakat telah selesai. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H. 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA, 



 
 

 
 

Lampiran II 

SE Sekretaris Mahkamah Agung 

Nomor   : 1 Tahun 2023 

Tanggal : 2 Januari 2023 

 

 

PANDUAN USULAN PINDAH ANTAR INSTANSI (PAI) / PINDAH 

MELIMPAH 

PADA APLIKASI SIKEP 

 

 

 

A. Gambaran Umum 

 

1. Informasi Umum 

 

a. Aplikasi Pindah Antar Instansi adalah layanan bagi satker 

tingkat banding untuk melakukan pengusulan pindah antar 

instansi bagi pegawai yang akan mutasi dari satker asal ke 

Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan di bawahnya. 

b. Pengguna layanan ini adalah validator satker tingkat banding 

 

2. Daftar Layanan Aplikasi PAI 

a. Pengusulan PAI 

b. Proses Perbaikan Dokumen 

c. Monitoring Usulan 

 

B. Proses Pengusulan PAI 

1. Login Aplikasi Sikep 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Masuk Pada Menu Pindah Antar Instansi  

(Administrasi Pegawai -> Administrasi -> Pindah Antar Instansi)  

 

3. Daftar Usulan 

Setelah klik menu Pindah Antar Instansi maka akan muncul Daftar 

Usulan PAI. Dalam daftar tersebut user dapat menambahkan 

usulan dengan mengklik icon [+], dan melihat detail usulan dengan 

mengklik icon mata. 

 

4. Tambah Usulan 

Sebelum menambahkan data sebaiknya disiapkan terlebih dahulu 

e-doc yang akan diinput ke dalam aplikasi PAI, antara lain : 

1) Surat Usul Ketua Pengadilan Tingkat Banding (max 2 MB)  

2) Surat Permohonan Mutasi Ybs (max 1 MB) 

3) Surat Pernyataan Persetujuan PPK Instansi Asal  (max 2 MB) 

4) SK Pangkat-legalisir (max 1 MB)  

5) SK Jabatan-legalisir (max 1 MB)  

6) Anjab dan ABK Satker yang dituju (max 2 MB)  



 
 

 
 

7) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat (max 1 MB) 

8) Surat Pernyataan tidak dengan proses/menjalani HD dan 

Peradilan (max 1 MB)  

9) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan/tugas 

belajar (max 1 MB)  

10) SKP 2 Tahun Terakhir (max 2 MB)  

11) Dokumen CPNS (max 1 MB)  

12) Dokumen PNS (max 1 MB)  

13) Karpeg (max 1 MB)  

14) Ijazah (max 1 MB)  

15) Dokumen Tidak Tuntut Tunkin (max 1 MB) 

Setelah menyiapkan 15 dokumen terebut maka isi form data 

pegawai yang akan PAI dan upload e-doc yang telah disediakan 

sebelumnya. Setelah itu klik tombol next, dan upload kembali edoc 

yang butuhkan. 

 

 



 
 

 
 

 

Contoh input form usulan PAI : 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. Detail Usulan 

Detail Usulan dapat diliat dengan mengklik icon mata pada Daftar 

Usulan PAI. Detail Usulan dapat digunakan untuk memeriksa data 



 
 

 
 

hasil inputan dan document hasil upload, serta dapat melihat 

status hasil verifikasi dan keterangan verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Monitoring Status Usulan 

Setelah input form usulan, maka akan tampil hasilnya di daftar 

usulan Pindah Antar Instansi, dan akan terlihat Status Usulan Tk. 

Banding dan Tanggal Status sesusi tanggal input form. Setiap 

usulan akan diverifikasi oleh Verifikator dan Validator pusat dan 

ditetapkan status yang baru. Status Usulan terdiri dari : Usulan Tk. 

Banding, Dokumen Lengkap, Dokumen Tidak Lengkap, Proses 

Telaah, Setujui Eselon I, Proses SK PAI, Selesai SK PAI, Tolak. 



 
 

 
 

 

7. Perbaikan Usulan  

 

Status Usulan akan berubah ketika proses usulan berjalan dan 

diverifikasi, jika dokumen lengkap, maka tahapan selanjutnya 

adalah telaah usulan, akan tetapi jika status usulan tidak lengkap, 

maka pada detail usulan akan terlihat keterangan dan status 

mengenai ketidak lengkapan usulan tersebut. Ketika dokumen 

tidak lengkap, maka menu update akan muncul pada detail usulan 

dan dapat memperbaiki dokumen dimaksud, setelah diperbaiki 

maka status usulan menjadi Usulan Tk.Banding kembali dan pada 

keterangan akan secara otomatis ditambahkan teks ‘(sudah 

diperbaiki)’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

8. Periksa Usulan Secara Berkala  

Periksa Status Usulan secara berkala dan tanggal status sebagai 

kendali dari usulan tersebut, sampai usulan dinyatakan selesai 

dan masuk ke dalam data pegawai SIKEP Mahkamah Agung. 

9. Selesai  

 

 

 

 

Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H. 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA, 



 Lampiran III 
SE Sekretaris Mahkamah Agung  

Nomor : 1 Tahun 2023 
Tanggal : 2 Januari 2023 

 

 

 

 

PETUNJUK  PENGGUNAAN MENU 

JABATAN FUNGSIONAL 

 

  



2. LAYANAN 

Layanan Kepegawaian Jabatan Fungsional pada aplikasi ini meliputi: 

1) Penilaian DUPAK/DUPNK 

2) Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional 

3) Pendaftaran Uji Kompetensi 

4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 

5) Pemberhentian Jabatan Fungsional 

6) Usulan Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional 

7) Persuratan Umum Jabatan Fungsional 

 

3. TATA CARA 

a. MASUK APLIKASI 

Aplikasi Layanan Kepegawaian Jabatan Fungsional dapat diakses 

melalui Laman : sikep.mahkamahagung.go.id pada menu 

LAYANAN KEPEGAWAIAN, pengguna akan memperoleh 

antarmuka sebagai berikut : 

 

1. TENTANG APLIKASI 

Aplikasi Layanan Kepegawaian Jabatan Fungsional merupakan 

aplikasi yang diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.  

 



Pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi dengan username: NIP 

dan password: tanggal lahir dengan format (dd-mm-yyyy). 

Pengguna di minta untuk dapat segera melakukan penggantian 

password segera setelah masuk ke dalam aplikasi, melalui menu 

ganti password. 

Setelah masuk, maka pengguna akan dihadapkan pada antarmuka, 

sebagai berikut: 

 

b. DATA PEGAWAI JF 

Pada menu DATA PEGAWAI JF, pejabat fungsional dapat melihat 

status kepegawaian jabatan fungsional nya, meliputi NIP, Nama, 

Jabatan dan Unit Kerja, Pangkat, PAK, Catatan dari Bagian 

Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian, Jenis Layanan 

yang dibutuhkan dan Edit Profile JF 

 

c. LAYANAN 

1) Profile JF 

Menu Profile JF dapat diakses dari menu Layanan submenu 

Profile JF, atau dari tombol   pada DATA PEGAWAI JF 



 

2) Usulan DUPAK 

Pejabat yang telah melaksanakan kegiatan jabatan, dapat 

melakukan pengusulan penilaian angka kredit pada form 

berikut : 

 

Dengan mengisi form sebagai berikut: 

1. Email 

2. NIP  

3. Nama 

4. Jabatan 

Data yang dilengkapi pada 

menu Profile JF sebagai 

berikut: 

1. Jenjang jabatan 

2. Pangkat terakhir dan TMT 

Pangkat 

3. Angka Kredit terakhir dan 

TMT PAK 

4. Link SK Jabatan Terakhir 

5. Link SPMT 

6. Link SPMJ 

7. Link SPP 

8. Link SK Pangkat Terakhir 

9. Link PAK Terakhir 



5. Jenjang 

6. Nomor PAK Terakhir 

7. TGL PAK 

8. Nilai Angka Kredit 

9. Link Surat Pengantar Pimpinan Satuan Kerja 

10. Link DUPAK 

11. Link Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan 

12. Link Bukti Fisik 

3) Kenaikan Jabatan 

Pejabat Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk 

dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi, dapat 

mengajukan usul kenaikan jenjang jabatan melalui menu 

Kenaikan Jabatan, sebagai berikut : 

 

Dengan melengkapi form sebagai berikut : 

1. Email 

2. NIP 

3. Nama 

4. Satuan Kerja 

5. Jabatan 

6. Jenjang Jabatan saat ini 



7. Jenjajng Jabatan yang diusulkan 

8. Nomor PAK Terakhir 

9. TGL PAK 

10. Periode Penilaian PAK 

11. Angka Kredit Terakhir 

12. Link Dokumen PAK 

13. Nomor Sertifikat 

14. Tanggal Sertifikat 

15. Link Dokumen Sertifikat Diklat 

16. Nomor Sertifikat Uji Kompetensi 

17. Tgl Sertifikat Uji Kompetensi 

18. Link Dokumen Sertifikat Uji Kompetensi 

19. Link Surat Pengantar dari Pimpinan Satuan Kerja 

4) Uji Kompetensi 

Pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan dan belum 

mengikuti uji kompetensi dapat melalukan pendaftaran uji 

kompetensi pada menu uji kompetensi : 

 

Dengan isian sebagai berikut : 

1. Email 

2. NIP 



3. Nama 

4. Satuan Kerja 

5. Jabatan 

6. Usul Uji Kompetensi untuk Jenjang Jabatan 

7. Nomor PAK Terakhir 

8. Tanggal PAK Terakhir 

9. Dokumen PAK Terakhir (Link) 

Pejabat fungsional akan memperoleh copy dari data dan 

dokumen yang diinput pada alamat email masing-masing. 

5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 

Untuk menu pengangkatan dalam jabatan fungsional akan 

mengikuti jenis pengangkatan jabatan fungsional yang di buka 

untuk tiap periode pengangkatan 

6) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional 

Pemberhentian dari jabatan fungsional dilaksanakan apabila:  

a) Mengundurkan diri 

b) Diberhentikan sementara sebagai PNS  

c) Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara 

d) Manjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan 

e) Ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,dan Jabatan 

Pelaksana; atau 

f) Tidak memenuhi persyaratan jabatan 



 

Dengan isian sebagai berikut: 

1. Email 

2. Nama 

3. NIP 

4. Jabatan 

5. Satuan Kerja 

6. Surat Pengantar dari Pimpinan Satuan Kerja 

7. Nomor Surat Pengantar 

7) Usulan mengikuti Diklat Jabatan Fungsional 

Untuk mengikuti diklat jabatan fungsional, maka pejabat 

fungsional dapat melakukan usul melalui form berikut : 

 

Dengan format isian sebagai berikut : 



 

Dengan format isian sebagai berikut : 

1. Email 

2. NIP 

3. Nama 

4. Jabatan 

5. Satuan Kerja 

6. Surat Pengantar Pimpinan Satuan Kerja 

7. Nomor Surat Pengantar 

1. Email 

2. NIP 

3. Nama 

4. Jabatan 

5. Satuan Kerja 

6. Surat Pengantar Pimpinan Satuan Kerja 

7. Nomor Surat Pengantar 

8. Jenis Diklat yang akan Diikuti 

 

8) Persuratan Umum Jabatan Fungsional 

Untuk persuratan umum dapat disampaikan melalui form isian 

berikut : 



Form ini juga berlaku sebagai helpdesk bagi pejabat fungsional 

yang pengajuan layanan kepegawaiannya belum 

ditindaklanjuti. 

d. LOGOUT 

 

 

 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H. 
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